TABALONG PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ir.P.H. M Noor No.13b RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos
71571 Telp (0526) 2021508 Fax (0526) 2021508, 2021496

Website: www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : dinaspuprtabalongkab@gmail.com
—

BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Pada hari Rabu, Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14
Oktober 2026) bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang J1. Ir. P.H.M Noor,
No. 13b Kab. Tabalong, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong yang dihadiri oleh para pemangku
kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

a. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Tabalong;

b. Tanggapan dan saran dari peserta forum Konsultasi Publik yang tercantum dalam
LAMPIRAN II

Maka Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kabupaten Tabalong :

MENYEPAKATI
KESATU :  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita
acara ini
KEDUA : Hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini

KETIGA :  Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksuh pada dictum
KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 14 Oktober 2026
Pimpinan Forum Konsultasi Daerah
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
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NOTULEN RAPAT
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026

Waktu : Pukul 10.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula DPUPR Kabupaten Tabalong
II. PIMPINAN RAPAT
Nama : H. Wibawa Agung Subrata, ST.MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

III. PESERTA RAPAT

Peserta rapat terdiri atas:

Perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Perwakilan perusahaan swasta terkait pengelolaan air limbah domestik.

Perwakilan pengembang perumahan dan pelaku usaha di bidang perumahan.
Perwakilan pelaku usaha kuliner/penyedia makanan

Perwakilan perguruan tinggi/akademisi

Perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Pejabat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
(Daftar hadir peserta rapat terlampir)
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IV. AGENDA RAPAT

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Tabalong.

V.JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan
konsultasi publik, yaitu memperoleh masukan, saran, dan tanggapan dari para pemangku
kepentingan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Dalam kegiatan konsultasi publik. dilakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tabalong.
Pembahasan diarahkan untuk memperoleh masukan dari perangkat daerah terkait, pemangku
kepentingan, serta masyarakat guna memastikan rancangan peraturan daerah dapat diterapkan
sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
3. Penyampaian Masukan dan Saran
Peserta konsultasi publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan
tanggapan terhadap substansi rancangan peraturan daerah. Masukan yang disampaikan akan
menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah
sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4, Tindak Lanjut
Hasil konsultasi publik akan dihimpun dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi serta
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Tabalong.



VI. HASIL RAPAT

Berdasarkan pelaksanaan konsultasi publik, dirumuskan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

Menghimpun seluruh masukan, saran, dan tanggapan dari peserta konsultasi publik.

2. Melakukan inventarisasi terhadap masukan yang berkaitan dengan substansi rancangan
peraturan daerah.

3. Menelaah dan mengkaji masukan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan rancangan
peraturan daerah.

4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam proses penyempurnaan
rancangan peraturan daerah.

5. Mendokumentasikan hasil konsultasi publik sebagai bagian dari kelengkapan administrasi
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Tabalong.

[

VIL PENUTUP
Rapat konsultasi publik ditutup dengan harapan agar masukan dan saran dari seluruh pemangku
kepentingan dapat mendukung penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong sehingga dapat menjadi landasan dalam
penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik.

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Notulis

o

Novia Ariana



Lampiran Il : BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
RAPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN
TABALONG

Masukan, Tanggapan dan Saran Peserta Rapat

a. Bapak Wibawa Agung Subrata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tabalong selaku pimpinan rapat menyampaikan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di
bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan
sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diatas maka perlu
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota
sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam Pengelolaan Air
Limbah Domestik;

3. Bahwa untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong harus dibuat
Regulasi dan Kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Air Limbah Domestik (Perda PALD) Kabupaten Tabalong;

4. Sehingga untuk mempercepat proses tersebut maka pada hari ini
dilaksanakan rapat konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Raperda PALD).

b.  Bapak Erfin Nirza Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik (Raperda PALD) ini nantinya harus
terintegrasi dengan regulasi dan kebijakan yang mengatur Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) —nya;

2. Perlu adanya kajian mendalam terkait pembanguan SPALD-T atau
SPALD-S secara komunal untuk kawasan perumahan yang dibangun oleh
Developer/pengembang perumahan baik dari segi letak geografis
ataupun kondisi kontur lokasi perumahan. Yang mana posisi |IPALD
dengan system kerja konvensional mengandalkan gravitasi bumi sangat
berpengaruh dari segi jarak dan elevasi ketinggiannya;

3. Pada pasal 42 terkait Larangan yang berbunyi “Setiap orang dalam
kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib" Seharusnya berbunyi
“Setiap orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik
dilarang".

c. Bapak Darmin Sekretaris Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
memberikan masukan dan saran terkait pentingnya informasi dan koordinasi
terkait titik-titikk lokasi SPALD-T dan juga cakupan layanan yang sudah
dilaksanakan dikecamatan Murung Pudak selaku bagian dari cakupan wilayah
layanan IPLT Tabalong. Sebagaimana termasuk dalam pasal 49 mengenai
SAKEP (Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi).

d. Bapak M. Rijani Lurah Belimbing Raya memberikan masukan dan saran
bahwa:

1.  Terkait Pasal 41 ayat 1 mengenai kawasan perdagangan dalam Raperda
ini agar bisa dijelaskan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud kawasan
perdagangan adalah mencakup Pasar Tradisional, Pasar Modern dan
Pusat Perbelanjaan;

2. Terkait Pasal 41 ayat 4 pada Penjelasan Standar Nasional Indonesia
(SNI) yang digunakan adalah SNI 2398:2017 agar bisa dirinci dan
diperjelas lagi, misalnya mengenai jarak aman Tangki Septik atau IPALD
dengan Sumur (baik sumur bor ataupun sumur gali).



Bapak Wartoyo Perwakilan STIT Syech Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 36 Ayat 2 terkait Hasil pengolahan Air Limbah
Domestik dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, yang dimaksud
untuk keperluan tertentu dalam Raperda ini agar bisa dijelaskan dalam
penjelasan Pasal 36 karena tidak semua orang mengerti dan mengetahui
maksud dan tujuannya;

2. Bahwa untuk kedepannya apabila dilakukan konsultasi publik terkait
Raperda-Raperda lainnya, untuk bahan Raperda yang akan dibahas dan
dikonsultasikan agar bisa diterima miminal 1 (satu) hari sebelum acara
dilaksanakan supaya dapat dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu;

3. Terdapat Pasal yang sama, Yaitu Pasal 52 terkait Perizinan agar bisa
diperbaiki dan disesuaikan kembali untuk Isi, maksud dan tujuannya;
4. Perlu dilakukan penyesuaian lagi terkait Undang-undang dan peraturan

peraturan diatasnya sebagai dasar dan bahan penyusunan Raperda ini.

Bapak Presto Perwakilan dari PT. ADARO Indonesia menyampaikan bahwa
setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air
Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah
Domestik sebagai pengganti Permen LHK MNo.
P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik, maka pada Pasal 41 perlu dilakukan penyesuaian untuk Isi, maksud
dan tujuannya.
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal . 14 Oktober 2026
Agenda . Rapat Konsultasi Publik Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
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